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Mengingat

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 202s
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan

kegiatan Rencana Pembangunan dasar subtansi utama tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target
kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan arah kebjakan Perangkat Daerah;

. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029

disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan,
sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-
2029;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng
Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 329, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 5 {lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati
Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
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PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan Kkaresteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaar.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya tersebut, sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran
(output} dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan,
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya
manusia}, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari
beberepa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling
berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan
duplikasi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upayva
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-
2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala
PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD.



Pasal 3

(1} Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.
b.

o
d.

o

(2)
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Babl : Pendahuluan;

Bab Il : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat
Daerah;

Bab IIl : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;

Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan; Dan

BabV : Penutup.

enstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan
Rakyat;

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Peternakan dan Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
Dinas Kperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Sosial;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perhubungan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Kecamatan Maritengngae;

Kecamatan Panca Rijang;

Kecamatan Baranti,

Kecamatan Kulo;

Kecamtan Watang Sidenreng;

Kecamatan Dua Pitue;

Kecamatan Pitu Riawa;

Kecamatan Pitu Riase;

Kecamatan Tellu Limpoe;

Kecamatan Panca Lautang; dan

mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
J_é pada tanggal 20 Septembec 2625
KEPALA BAPPERIDA 7L~

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, \Q i

SEKRETARIS g,\

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

SYAHARWPDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 70 <ePlecber 2025

SEKRETARIS-RAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

r4

ANDI AT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
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